PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA by SUSI, DELMIATI
  
BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga 
sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah 
tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan 
penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak 
korban untuk memperoleh keadilan. Pengaturan  perlindungan terhadap perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga Sebelum berlakunya Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 
2004, perlindungan hukum  terhadap perempuan korban kekerasan suami diatur dalam 
Pasal 356 ayat (1), KUHP. Pasal 1365 KUHPerdata., Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 UU No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan dalam 
rumah tangga dalam rumah tangga diatur dalam Bab II, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 
dan Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004. ketentuan pidananya diatur pada Pasal 44, Pasal 45, 
Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50. Kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan tindak pidana yang perlu diselesaikan secara hukum melalui sistem peradilan 
  
pidana dalam mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP sebagai 
Lex generalist dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialist penegakan hukum yang telah 
diatur oleh Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa Perlindungan adalah 
segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan 
oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak 
lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 
2. Kebijakan atau Metode mediasi penal cocok digunakan di Indonesia karena: (1) Budaya 
masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai 
berdasarkan musyawarah mufakat, terutama dalam konflik rumah tangga, (2) Hukum Adat 
dan Hukum Islam yang masih hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat mendukung dan 
bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, 
termasuk dalam perkara KDRT, (3) Mayoritas masyarakat masih menganggap perkara 
KDRT merupakan masalah internal rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh publik. 
Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian 
sebuah sengketa, (4) Mediasi menjanjikan penyelesaian KDRT yang cepat, murah dan 
sederhana dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan. Faktor ini penting untuk 
mempersingkat penderitaan yang dialami oleh korban KDRT, (5) Memberikan kesempatan 
kepada korban untuk didengar dalam menceritakan penderitaan yang dialaminya dan 
mencurahkan perasaan hati sebagai pemberdayaan perempuan, dimana hal ini biasanya 
tidak/kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan, (6) Korban mendapatkan 
kesempatan untuk mendapat penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima 
  
permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa 
didapatkan dari proses pengadilan, (7) Pelaku (suami) sebagai salah satu pilar rumah 
tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan terhindar dari penjara demi 
melindungi masa depan keluarga, terutama anak. Menggunakan mediasi penal sebagai 
salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT dianggap sesuai karena sifat dasar 
mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan 
jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Keputusan yang diambil bukan 
merupakan keputusan dari pihak ketiga, tetapi kehendak dan kekuasaan penuh dari pihak 
yang bersengketa. Mediasi penal menawarkan fleksibelitas mekanisme untuk disesuaikan 
dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator dan sengketa yang dihadapi. Dalam 
proses penyelesaian perkara KDRT, diluar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004  
digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada 
(1) Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS tanggal 14 Desember 2009 Tentang 
Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), (2) Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar 
Strategi dan Implementasi Pemolisian MasyarakaT dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, 
dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana 
dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip 
musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan 
keadilan bagi para pihak. Konsep retributive justice tidak memberikan perlindungan 
terhadap korban KDRT, karena konsep ini lebih berorientasi kepada pelaku, kemudian 
norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar tidak 
  
mengakomodasi kepentingan korban. Walaupun UU PKDRT memberi peluang terhadap 
perlindungan korban, namun pada tahap implementasi belum dapat dilaksanakan 
mengingat PP PKPKDRT yang sudah dikeluarkan baru mengatur satu komponen saja dari 
konsep restoralive justice. Penggunaan mediasi penal bisa menjadi salah satu alternatif 
dalam penyelesaian perkara KDRT. Mediasi penal menggunakan pendekatan restorative 
justice yang lebih mengedepankan penanganan pada resolusi konflik dalam menyelesaikan 
perkara dari pada pemidanaan.  
3. Konsep pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam perspektif  
hukum pidana adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. 
Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya dalah perempuan pada 
prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga 
masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan 
merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat 
pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal 
ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat 
dillakukan penuntutan karena adanya pengaduan. Konsep pengaturan perlindungan 
terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka pembaharuan 
hukum pidana dapat dilakukan melalui Mediasi Penal. Konsepsi mediasi penal sangat 
cocok digunakan di Indonesia, terutama dalam perkara KDRT, dikarenakan beberapa 
alasan, yaitu: (1) Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian 
sengketa secara damai berdasarkan musyawarah mufakat, terutama dalam konflik rumah 
tangga; (2) Hukum Adat dan Hukum Islam yang masih hidup dan dipraktekkan oleh 
  
masyarakat mendukung dan bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam 
penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam perkara KDRT; (3) Mayoritas 
masyarakat masih menganggap perkara KDRT merupakan masalah internal rumah tangga 
yang tidak boleh diketahui oleh publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang 
wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian sebuah sengketa; (4) Mediasi menjanjikan 
penyelesaian KDRT yang cepat, murah dan sederhana dibandingkan dengan penyelesaian 
di pengadilan. Faktor ini penting untuk mempersingkat penderitaan yang dialami oleh 
korban KDRT 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan 
di atas adalah sebagai berikut: 
1. Intitusi kepolisian (Polri) Perlu mensosialisasikan kejajaran dibawahnya sampai ketingkat 
Polsek menyangkut Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEO PS tanggal 14 
Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) 
2. Praktik mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi penegak hukum sehingga masa 
mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitative terhadap perkara-perkara yang 
dapat dilakukan mediasi penal sehingga tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang 
(abuse of power) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana. 
3. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah 
tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan 
sosialisasi pelaksanaan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, agar ada 
  
peningkatan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan 
dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku. 
4. Disarankan kepada lembaga adat agar dikonstruksikan kembali pembagian peran wanita 
terutama dalam budaya, adat dan agama karena kekerasan berbasis gender terjadi karena 
relasi yang tidak seimbang yaitu ada pihak yang diposisikan sebagai superior dan pihak 
yang lain diposisikan sebagai pihak inferior.  
  
 
